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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. [bookmark: _Hlk138659137]Landasan Filosofis Perlakuan Terhadap  Justice  Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA yang terbit tanggal 10 Agustus 2011 tersebut menetapkan beberapa pedoman penanganan dan perlakuan terhadap whistleblower dan justice collaborator. Salah satunya adalah memperkenankan para hakim untuk memberi perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya kepada whistleblower dan justice collaborator.
Justice collaborator atas jasa-jasanya dapat diberi keringanan oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Ditegaskan pula dalam SEMA No.4 Tahun 2011, bahwa pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.[footnoteRef:2] [2:  Maria Yudithia Bayu Hapsari, Op.Cit, hal. 72.] 

Salah satu latar belakang lahirnya SEMA No.4 Tahun 2011 adalah merupakan tindak lanjut dari Konvensi PBB Anti Korupsi dan ditambah dengan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut mengatur tentang kewajiban negara peserta Konvensi untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman dan bahkan kekebalan penuntutan bagi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).
Menurut hasil wawancara dengan Jamaluddin, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus  menyebutkan landasan filosofis lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah untuk memudahkan penyidik seheingga dalam hal terjadinya suatu tindak pidana tidak banyak penggelapan data, tidak banyak penipuan data-data dalam memeriksa pelaku tindak korupsi sehingga tidak berbelit-belit sehingga mudah menyampaikan suatu perkara karena pelaku tindak pidana korupsi itu pada dasarnya tidak sendirian tetapi terorganisir. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011  merupakan pedoman penanganan dan perlakuan terhadap whistleblower dan justice collaborator serta memperkenankan para hakim untuk memberi perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya kepada whistleblower dan justice collaborator. [footnoteRef:3] [3:  Hasil Wawancara dengan Dr.Fahren, SH.M.Hum,, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, Senin 02 september 2024 Pukul 10.00 Wib.] 

Justice collaborators memiliki peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Praktek peradilan aparat hukum sering menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.Posisi justice collaborators sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu kejahatan dan sulit pembuktiannya. [footnoteRef:4] [4:  Firman Wijaya, Op.Cit, hal. 18] 

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahmah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice collaborator) di dalam Tindak Pidana Tertentu merupakan kebijakan untuk meringankan hukuman bagi Whistleblower dan Justice collaborator. Keringanan hukuman bagi Whistleblower atau Justice collaborator ini tergantung penilaian dan kebijaksanaan hakim tingkat pertama, jadi bukan kebijakan untuk membebaskan hukuman bagi Whistleblower atau Justice collaborator.
Seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan disebut dengan istilah Justice collaborator. Seseorang untuk dapat disebut sebagai Justice collaborator, jaksa dalam tuntutannya juga harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti kuat yang sangat signifikan. Justice collaborator atas jasa-jasanya dapat diberi kompensasi oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, ditegaskan pula pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
Ketentuan justice collaborator menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan itulah yang disebut dengan justice collaborator. Untuk dapat disebut sebagai justice collaborator, jaksa dalam tuntutannya juga harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Dan atas jasa-jasanya, justice collaborator dapat diberi keringanan oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. [footnoteRef:5] [5:  Hasil Wawancara dengan Dr.Fahren, SH.M.Hum,, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, Senin 02 september 2024 Pukul 10.00 Wib.] 

Khusus untuk reward Justice collaborator dalam delik delik khusus diluar KUHP, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Dasar pemikiran dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu ini sama dengan yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban,yaitu perlunya mendorong partisipasi publik dalam pengungkapan tindak pidana terorganisasi seperti; korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang yang telah membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa. Dengan cara memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, atau menentukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam pengungkapan dan penanganan tindak pidana dimaksud secara efektif.
Isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice collaborator) di dalam Tindak Pidana Tertentu mengacu kepada Pasal 37 konvensi PBB anti korupsi (UNCAC) tahun 2003 yang telah teratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 dan Pasal 26 konvensi PBB anti kejahatan transnasional yang terorganisasi (UNCATOC) tahun 2000 yang telah teratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang mewajibkan negara anggota untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman dan kekebalan penuntutan bagi Justice collaborator dalam kasus-kasus tertentu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu dimaksud sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk dijadikan pedoman bagi para hakim dalam pemeriksaan perkara-perkara pidana tertentu. 
Mahkamah agung telah menunjukkan bentuk komitmennya dalam mendukung perlindungan saksi dan korban dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) dalam tindak pidana tertentu yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada justice collaborator dan whistleblower.[footnoteRef:6] [6:  Syafruddin Kalo, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, USU Law Journal, Vol.II-No.2 November 2013, hal. 48] 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) angka  8 diatur perlindungan bagi pelapor yang bukan pelaku (Whistleblower), yaitu bila yang bersangkutan dilaporkan oleh pelapor maka penanganan perkara yang dilaporkan oleh pelapor didahulukan dari pada laporan terlapor. 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) angka 9 ditetapkan syarat-syarat bagi Justice collaborator untuk mendapat reward yaitu mengakui kejahatan yang dilakukan, ia bukan pelaku utama dan ia memberikan keterangan saksi di pengadilan,serta penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan dalam pengungkapan tindak pidana secara efektif dan keterlibatan pelaku-pelaku lainnya yang berperan lebih besar dalam pengambilan aset negara. 
Penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK terhadap pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang justice collaborator. Demikian juga dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada justice collaborator tidak serta merta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya
Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung ini kepada whistleblower berupa jika yang dilaporkan melaporkan balik si whistle blower, maka penanganan kasus yangg dilaporkan whistleblower harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor. bentuk perlindungan dan reward yang diberikan kepada justice collaborator dalam SEMA ini ditentukan apabila :
1. Seorang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tersebut mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
2. Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana.
3. Atas bantuannya tersebut, hakim dalam memutus perkara terhadap justice collaborator tersebut dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan dari terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. [footnoteRef:7] [7:  Sigit Artantojati, Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), UI Press, Jakarta, 2010, hal. 90] 


Reward yang dapat diberikan kepada Justice collaborator yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah Justice collaborator atau pelaku kasus kejahatan korupsi yang bersedia membantu aparat penegak hukum dalam membongkar kasus korupsinya mendapatkan perlindungan karena mereka menjadi target dari oknum yang ingin membungkam mereka. Selain memberi perlindungan, para justice collaborator tersebut juga diberikan reward atau penghargaan atas informasi yang dia bocorkan. Penghargaan yang akan diberikan berhubungan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Jadi, mereka tetap harus menjalani hukuman akibat melakukan pelanggaran tapi bisa saja diberi keringanan karena membantu aparat penegak hukum. Hadiahnya bisa berbentuk hukuman ringan, diberikan remisi tambahan, dan pembebasan bersyarat. Karena jika tak diberi penghargaan maka ada kemungkinan mereka tidak akan ada yang mau bekerja sama. [footnoteRef:8] [8:  Hasil Wawancara dengan Dr.Fahren, SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, Senin 02 september 2024 Pukul 10.00 Wib.] 

Memberikan dasar hukum maka dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) ini dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada hakim di Jajaran Mahkamah Agung ketika menangani seorang Justice collaborator dalam peradilan pidana. 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) juga memberikan batasan terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat serius yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
Justice collaborator memiliki peranan yang sangat dominan dan strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana. Hal itu dikarenakan, seorang Justice collaborator adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara bersama-sama seperti tindak pidana korupsi. Posisi seorang Justice collaborator bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Orang yang demikian tersebut dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum. 
Peran Justice collaborators adalah seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. [footnoteRef:9] Ditinjau berdasarkan peran justice collaborator yang strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai justice collaborator sangat diperlukan sehingga diperlukan political will yang kuat baik dari pemerintah dan DPR serta dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan Justice collaborator. [9:  Hasil Wawancara dengan Dr.Fahren, SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, Senin 02 september 2024 Pukul 10.00 Wib.] 

B. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Pengaturan mengenai perlindungan Justice collaborators (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu pada Pasal 10 menyebutkan:
(1) Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringakan pidana yang akan dijatuhkan.
(3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Meski pasal ini tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah whistle blower atau justice collaborator, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan undang-undang ini adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana.
Secara yuridis normatif berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keberadaan justice collaborator tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, artinya tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang justice collaborator. 
Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Sementara itu, SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu angka 9 huruf a, justice collaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.
Bentuk perlindungan bagi Justice collaborator pada umumnya sama dengan bentuk perlindungan terhadap saksi. Tetapi dalam beberapa hal secara spesifik bentuk perlindungan yang diberikan kepada Justice collaborator berbeda dengan cara perlindungan tehadap saksi.[footnoteRef:10] Hal ini dikarenakan seorang Justice collaborator merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana tetapi memberikan kesaksian untuk membantu mengungkap tindak pidana tersebut, sedangkan seorang saksi memberikan keterangannya bukanlah orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut. [10:  Abdul Haris Semendawai, Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia, Makalah ini disampaikan dalam International Workshop on The Protection of Whistle Blower as Justice Collaborator yang diselenggarakan oleh LPSK bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Jakarta, 19-20 Juli 2016, hal. 7.] 

Menurut M Maria Yudithia Bayu Hapsari, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan kepada Justice collaborator dapat dibagi kedalam tiga kategori berdasarkan tahap proses peradilan pidana dimana kerjasama tersebut dilakukan, yaitu :
1. Keuntungan dalam tahap penuntutan dimana Justice collaborator tidak akan dituntut sama sekali atau tidak akan dituntut atas keterlibatannya dalam pelanggaran-pelanggaran tertentu; 
2. Keuntungan yang diberikan dalam tahap penjatuhan pidana dimana Justice collaborator dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada yang seharusnya atau tidak dijatuhi pidana sama sekali; 
3. Keuntungan bagi Justice collaborator yang bekerjasama saat ia sudah menjadi terpidana untuk menjalani hukumannya sebagian saja atau keuntungan lainnya yang pelaksanaannya diserahkan pada pelaksana putusan (eksekutor).[footnoteRef:11] [11:  Maria Yudithia Bayu Hapsari, Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hal. 76] 


Para penegak hukum dalam memberikan keuntungan-keuntungan kepada Justice collaborator harus tetap selektif dan harus memperhatikan substansi dari kesaksian yang didapatkan. Kemudian dalam hal ini harus mengetahui substansi keterangan yang diberikan dari seorang Justice collaborator harus berisi informasi yang berharga. Yang dalam cakupannya berupa informasi yang dapat mencegah terealisasikan suatu tindak pidana yang sudah direncanakan atau mengidentifikasi pelaku suatu tindak pidana yang telah terjadi. Isi keterangannya dapat pula mengenai pelaku utama tindak pidana, kemudian aset hasil tindak pidana, beserta modus dalam melakukan tindak pidana dan jaringan dari tindak pidana tersebut.
Ketergantungan terhadap informasi dari Justice collaborator memang lebih terasa terutama dalam kasus tindak pidana yang mengancam keamanan nasional. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menguraikan dalam Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime, bahwa Di Thailand, Undang- Undang Perlindungan Saksi B.E. 2546/2003 memberikan perlindungan khusus itu seperti perlindungan jarak dekat, relokasi dan perubahan identitas bisa terjadi dan diterapkan dalam kategori tindak pidana kriminal berikut ini:
1. Perdagangan obat terlarang; 
2. Ancaman keamanan nasional; 
3. Kejahatan terorganisir; 
4. Korupsi; 
5. Pencucian uang; 
6. pelanggaran Bea Cukai; 
7. Perdagangan manusia; 
8. Pelanggaran yang dikenakan hukuman penjara minimal 10  (sepuluh) tahun.[footnoteRef:12]  [12:  Ibid, hal. 77] 


Tindak pidana yang menjadi kunci dari perlindungan saksi, yaitu kejahatan terorganisir dan kejahatan lainnya yang berdampak sosial atau yang karena bawaan kekerasannya sangat memerlukan perlindungan saksi. Sehingga oleh karena hal tersebut, maka diperlukan batasan-batasan yang jelas terhadap pengelompokkan kasus yang diberikan. Mengingat dengan diungkapnya kasus-kasus tersebut akan memberikan manfaat yang besar dalam mengungkap tindak pidana lainnya yang juga berkaitan satu sama lainnya.
Justice collaborator haruslah merupakan tersangka/terdakwa yang berperan dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.
Pemberian perlindungan terhadap Justice collaborator diatur pada Undang-Undang 31 Tahun 2014, yakni Pasal 10A yang berbunyi :
1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. 
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; 
b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau 
c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. 
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. Keringanan penjatuhan pidana; atau 
b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. 

Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap Justice collaborator adalah sebagai berikut :
1. Perlindungan terhadap fisik dan psikis 
Pengorbanan Justice collaborator harus diapresiasikan oleh hukum dengan adanya kebijakan terhadap perlindungan yang memberikan rasa aman mengingat pentingnya peran seorang Justice collaborator dalam membongkar fakta tentang tindak pidana yang dilaporkannya tersebut. Perlindungan terhadap rasa aman dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis Justice collaborator tersebut. Perlindungan ini berupa perlindungan dari segala macam ancaman, terror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun. Kemudian harus meliputi juga perlindungan fisik dan psikis bagi kerluarga mereka.[footnoteRef:13] [13:  Hamdan, Alasan Penghapus Pidana. Teori dan Studi Kasus, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 82] 

2. Penanganan khusus
Selain diberikan perlindungan terhadap fisik dan psikis, dimungkinkan untuk diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10A UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014, yaitu :
a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; 
b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau 
c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. 
3. Perlindungan Hukum 
Perlindungan terhadap “status hukum”, sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Bentuk perlindungan terhadap status hukum diantaranya adalah apabila adanya laporan pencemaran nama baik oleh tersangka maka tidak dilanjutkan dahulu terhadap Justice collaborator sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu. Proses hukum kasus korupsi harus didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka kepada Justice collaborator tindak pidana korupsi. Perlindungan status hukum dapat dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan Justice collaborator dalam tindak pidana yang dilaporkannya. Maka Justice collaborator dalam hal imi hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi.
Pengaturan perlindungan status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 juga senada pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa:
(1) Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. 

4. Penghargaan 
Penghargaan diberikan kepada Justice collaborator karena telah berjasa bagi upaya penegakan hukum. Penghargaan terhadap Justice collaborator dapat berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Lilik Mulyadi, ada beberapa bentuk-bentuk yang dinilai ideal untuk perlindungan hukum terhadap Justice collaborator, yaitu : [footnoteRef:14] [14:  Lilik Mulyadi, Op.Cit, hal. 58] 

a. Model hak-hak prosedural atau model partisipasi langsung atau aktif (the procedural rights model/partie civilie model/civil action system).
Dalam model ini, dimungkinkan peran aktif saksi pelapor dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa/penuntut umum, yang dilibatkan dalam setiap tahap pemeriksaan. Adanya keterlibatan saksi pelapor mempunyai segi positif dalam penegakan hukum dalam hal membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus. Sedangkan, segi negatif karena partisipasi aktif saksi pelapor dalam pelaksanaan proses peradilan pidana yaitu dapat menyebabkan konflik antara kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi saksi pelapor yang dapat menjurus pada secondary victimization.
b. Model pelayanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (the services model) 
Pada model ini, ditekankan pada perlunya diciptakannya standar baku bagi pembinaan saksi pelapor yang dapat digunakan oleh polisi. Contoh pembinaan yakni dalam bentuk adanya pedoman sebagai notifikasi kepada kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan saksi pelaku sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat saksi pelaku sebagai sasaran khusus untuk dilayani oleh aparat penegak hukum. 
c. Model Persuasif/Partisipatif 
Model ini merupakan perlindungan terhadap Justice collaborator yang bersifat menyeluruh yang melibatkan komponen sistem peradilan pidana yaitu kepolisisan, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan KPK untuk perkara korupsi. Dalam model ini, baik sesuai dengan sistem peradilan pidana dalam arti sempit maupun luas bersifat integral. Justice collaborator yang melapor kepada satu lembaga saja, maka keseluruhan komponen lembaga tersebut akan melindungi. Model lembaga ini akan memberikan rasa aman, menghindarkan rasa takut terhadap tuntutan pidana serta mempunyai dimensi kepastian hukum (rechtszekerheid) kepada Justice collaborator. 
d. Model Perlindungan Komprehensif 
Model ini direkomendasikan oleh Yutirsa Yunus. Perlindungan Justice collaborator harus dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) mulai dari tahap pemberian laporan oleh Justice collaborator; tahap penindaklanjutan laporan yang terdiri atas penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan; dan tahap putusan oleh pengadilan atas kasus korupsi yang dilaporkan. Perlindungan ini bertujuan agar Justice collaborator dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas laporannya. Namun, tuntutan balik tersebut justru memberikan dampak negative terhadap upaya pemberantasan korupsi, sehingga Justice collaborator berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan bersifat tetap (inkracht) atas kasus yang dilaporkannya tersebut. 
e. Model Penjatuhan Pidana Bersyarat 
Hakikat dari model ini adalah mengkolaborasi SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 dengan ketentuan pada Pasal 37 ayat (2) UNCAC/Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator), merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana tertentu, mengkaui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta dalam hal ini memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya menyatakan Justice collaborator tersebut telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset dari suatu tindak pidana. Atas bantuan tersebutlah maka Justice collaborator dapat dijatuhkan pidana bersyarat khusus dan/atau pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah. Hakikat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC. 
f. Model perlindungan melalui Teleconference 
Salah satu bentuk perlindungan Justice collaborator yang merasa terancam jiwanya ketika dilakukan pemeriksaan dipersidangan khususnya dalam penanganan perkara organized crime adalah melalui pemeriksaan teleconference. Teleconference sebagai bentuk kemajuan teknologi dalam hukum acara oidana daoat dijadikan salah satu cara mendapatkan kebenaran material.

C. Kedudukan Justice Collaborator Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
Konsep restorative justice tersebut sangat diperlukan untuk membongkar kejahatan yang sifatnya terorganisir dan sulit untuk diungkap, maka dari itu diperlukan saksi pelaku yang bekerjasama yaitu seorang justice collaborator.  Fungsi dari seorang justice collaborator itu sendiri adalah untuk membongkar dan menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi tersebut, yaitu untuk menggali informasi tentang siapa pelaku utama dalam kejahatan yang sifatnya terorganisir, untuk mengetahui struktur organisasi kejahatan terorganisir, dan untuk mengetahui aktivitas dan aliran serta catatan dana dalam kejahatan terorganisir.[footnoteRef:15] [15: 	 Firman Wijaya, Op.Cit, hal.20] 

Model kejahatan besar dan sifatnya terorganisir, tentu tidaklah mudah untuk membongkar dalang utama dibalik kejahatan besar tersebut, maka dari itu fungsi dari justice collaborator inilah yang diharapkan perannya untuk dapat membantu negara dalam upaya membongkar tindak pidana yang sifatnya terorganisir.
Justice collaborator sendiri sudah beberapa kali terjadi dalam persidangan di Indonesia. Ada beberapa kasus yang menggunakan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) pada kasus-kasus ini yang permohonannya sebagai justice collaborator di terima atau memenuhi kriteria sebagai justice collaborator yang menggunakan pengaturan SEMA RI No. 4 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:[footnoteRef:16] [16: 	 Marisa Aulia Rismilda, Eksistensi Justice Collaborator Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana, Jurnal  Parhesia,  Vol.1 Nomor 1 Maret 2023, hal.96] 

1. Kasus Richard Eliezer
Kasus Richard Eliezer yang ikut dalam pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Richard menjadi Justice collaborator di dalam kasus ini karena kejujuran, keberanian, dan keteguhannya dengan berbagai resikodalam menyampaikan kejadian sesungguhnya. Selain itu, menurut hakim Richard bukan merupakan pelaku utama dalam pembunuhan tersebut melainka hanya disuruh/diperintah oleh atasannya yaitu Ferdy Sambo. Jika dilihat dari syarat-syarat menjadi justice collaborator, Richard sudah memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga layak ditetapkan sebagai justice collaborator. Tetapi dalam persidangan, jaksa menolak nota pembelaan Richard dan Jaksa Penuntut Umum menuntut Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 12 tahun. Tetapi akhirnya statusnya sebagai justice collaborator diterima oleh hakim dan ia divonis hanya 1 tahun 6 bulan penjara. Remisi tambahan tengah disiapkan oleh Kemenkumham bagi Richard Eliezer. Remisi tambahan ini karena Eliezer merupakan justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
2. Kasus Agus Condro Prayitno
Kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dimana kasus ini dialami oleh Mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Agus Condro. Agus Condro menjadi menjadi justice collaborator untuk kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Goeltom. Perkara kasus korupsi ini menjerat lebih dari 26 anggota DPR yang terlibat karena informasi dari Agus Condro dimana ia melaporkan penerimaan cek senilai Rp 500 juta dan telah diserahkan kepada KPK. Dalam kasus ini, sejumlah pelaku divonis bersalah termasuk Miranda Goeltom yang dihukum tiga tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan kepada Agus Pada 25 Oktober 2011, dimana hukuman itu lebih ringan dari vonis Pengadilan Tipikor. Agus mendapatkan bebas bersyarat setelah menjalani dua per tiga masa tahanannya dan ditambah remisi. Pembebasan bersyarat ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada Agus karena berperan penting dalam mengungkap suatu kejahatan pidana dan menjadi justice collaborator.
Berdasarkan uraian di atas, maka eksistensi justice collaborator di Indonesia secara tekstual dan tersurat hanya diatur di dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pemberian status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama ialah yang bukan merupakan pelaku utama dan mengatur mengenai pemberlakuan justice collaborator hanya dalam tindak pidana yang bersifat serius serta mengatur mengenai perlindungan hukum bagi justice collaborator. Namun penerapan di lapagan peraturan ini tidak bisa menyelesaikan perkara tindak pidana karena SEMA hanya mengikat aparat penegakan hukum dibawah kendali Mahkamah Agung, dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap aparat ditingkat penyidikan dan penuntutan, selain itu pemberian status justice collaborator bagi saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama belum memiliki hasil yang optimal. 
Implementasi justice collaborator di Indonesia masih menjadi alternatif dalam mengungkap suatu tindak pidana, banyak kasus yang yang sudah menggunakan justice collaborator. Pada penerapannya, hakim mengacu kepada SEMA RI sedangkan penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan mengacu kepada Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
Pengaturan tentang keberadaan justice collaborators atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam dunia pembuktian hukum di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, istilah justice collaborators ini dikenal dari hasil upaya revolusioner dalam praktik penegakan hukum pidana yang merupakan dampak dari perkembangan modus kejahatan di Indonesia. Keberadaannya kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif.
Secara terminologi, definisi justice collaborators atau saksi pelaku  yang bekerja sama dalam  Hukum Positif diatur dalam SEMA RI  Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, ialah ”salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan”.
Predikat justice collaborators tidak dapat dengan mudah untuk disematkan kepada pelaku kejahatan yang bersedia menjadi saksi terutama pelaku utama, dan tidak semua saksi pelaku dapat menjadi justice collaborators. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dikatakan sebagai justice collaborators adalah :
1. Pelaku korupsi tersebut harus punya informasi penting untuk mengungkap kasus itu. 
2. Pelaku tersebut mau bekerjasama dan tidak melakukan perlawanan dalam proses hukum seperti tidak melarikan diri atau menjadi buronan. 
3. Pelaku korupsi harus mengembalikan uang hasil korupsi. 
4. Pelaku mendapat perlindungan dari LPSK.
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, seorang pelaku  korupsi tidak bisa disebut sebagai justice collaborator sekaligus tidak  berhak mendapatkan hak sebagai justice collaborator. [footnoteRef:17] [17:  Hasil Wawancara dengan Dr.Fahren, SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan, Senin 02 september 2024 Pukul 10.00 Wib.] 


Menarik salah satu pelaku tindak pidana untuk melapor atau menjadi informan adalah hal yang tidak mudah, apalagi memberikan keterangannya sebagai saksi di pengadilan mengingat karena pada akhirnya ia juga akan diseret menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Kebanyakan dari mereka yang terlibat juga mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut sehingga mereka enggan untuk melapor apalagi bersaksi melawan mitra kejahatan mereka sendiri. Selain itu ketakutan mereka untuk dianggap sebagai penghianat. 
Hal ini dikarenakan karakter kejahatan terorganisir yang berlaku dikalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan kesaksian diam atau sumpah diam (omerta) yaitu komitmen dan aturan yang tidak tertulis diantara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran atas omerta tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya.[footnoteRef:18] [18:  Firman Wijaya, Op.Cit, hal. 17.] 

Kejahatan yang terorganisir seperti tindak pidana korupsi harus diberantas dengan tindakan-tindakan yang tepat. Apabila penegak hukum kekurangan akal dan kurang cermat untuk memberantas semua ini, maka tidak heran korupsi akan semakin berkembang dan merajalela, para koruptor pun semakin mudah untuk menghilangkan uang negara tanpa jejak. Sangat efektif dan efisien jika para penegak hukum mengajak para pelaku kejahatan untuk bekerjasama menyelesaikan kasus korupsi yang sedang ditangani dengan menjadi seorang justice collaborator, yang artinya para aktor itu sendiri yang akan bercerita tentang keseluruhan aksi korupsi yang dilakukan oleh komplotannya.
Ditinjau dari sudut Hukum Acara Pidana, ada tingkat kesulitan pembuktian karena prinsip bukti utama dalam tindak pidana adalah keterangan saksi, karakter kejahatan terorganisir yang berlaku di kalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan kesaksian diam atau sumpah diam (omerta), yaitu komitmen dan aturan yang tidak tertulis diantara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran atas omerta tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapapun yang melanggarnya. Peranan dari justice collaborator merupakan sarana pembuktian yang ampuh dalam mengungkapkan dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang termasuk scandal crime maupun serious crime dalam tindak pidana. 
Justice collaborator dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (new dimension crime), seperti perbuatan korupsi yang mana merugikan perekonomian negara serta modus-modus korupsi menggunakan high-technology, bantuan dana dari hasil kejahatan corporate crime, customer fraund, illegal fishing, illegal labour, dan cyber crime.[footnoteRef:19] [19:  Ibid,  hal.34.] 

Peran pengungkapan justice collaborator kepada tersangka yang tidak memiliki iktikad baik membuka tabir kejahatan korupsi sama saja dengan membuka ruang tawar-menawar tuntutan, negosiasi, serta peluang bagi politisi untuk lari dari jerat penegak hukum. Sebagian orang mengatakan bahwa keberadaan justice collaborator hanya digunakan sebagai sarana negoisasi para narapidana agar dapat lolos dari jeratan hukum dan opini yang tersebar mengatakan bahwa ini adalah wujud ketidakmampuan penegak hukum dalam menangani suatu kasus tetapi melihat sisi kemanfaatan dari keberadaan justice collaborator sebagai salah satu langkah yang luar biasa. 
Aparat penegakn hukum mungkin tidak akan mampu mengusut suatu kasus tanpa bantuan justice collaborator sekalipun sangat mungkin bahwa hal itu memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keuangan dan stabilitas negara tidak dapat ditempatkan dalam kondisi yang tidak pasti karena dapat mengganggu laju pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di negara itu sendiri. Selain itu, besar kemungkinan bahwa aparat penegak hukum tidak akan menemukan ujung dari permasalahan ini, sehingga kasus ini nantinya terbengkalai dan menguap begitu saja tanpa penyelesaian. 
3. Justice collaborator merupakan Agen of Change
Justice collaborator merupakan alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir. Metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena sering kali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas kejahatan terorganisir. Aparat penegak hukum dalam praktek peradilan sering menemukan berbagai kendala yuridis maupun nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.
Menjadi  seorang justice collaborator bukanlah pilihan yang mudah dan mampu dilakukan setiap orang. Seseorang yang mau mengungkap kejahatan tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocor/pembongkar rahasia. Prakteknya banyak saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap teror dan intimidasi. Beberapa saksi dan korban memilih tidak hadir dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam, baik teror maupun intimidasi dari pelaku kejahatan. Begitu juga bagi justice collaborator resiko yang ditempuh sangat tinggi yaitu :
a. Resiko internal :
1) Justice collaborator akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib. 
2) Justice collaborator serta keluarganya akan terancam baik secara phisik maupun secara psikologis. 
3) Para justice collaborator akan dihabisi kariernya dan mata pencahariannya, (pemecatan dari jabatan, mutasi, atau penurunan pangkat dan lain-lain
b. Resiko eksternal :
1) Justice collaborator akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rententan prose hukum yang harus dilewati. 
2) Justice collaborator akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, terdakwa, bahkan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili serta divonis hukuman berikut ganti rugi dan denda yang beratnya sama dengan pelaku lainnya. 
3) Justice collaborator akan mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka (dilaporkan balik). Justice collaborator juga akan mendapatkan pembalasan oleh pelaku dengan melaporkan kasus lainnya yang mungkin pernah dilakukan oleh Justice collaborator.[footnoteRef:20] [20:  Sigit Artantojati, Op.Cit, hal.69.  ] 


Justice collaborator merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut kepada pihak aparat penegak hukum dengan menanggung beban resiko yang cukup tinggi.
4. Membantu aparat penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan.
Justice collaborator adalah langkah strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir seperti tindak pidana korupsi ini dan memudahkan pelaku untuk menempuh jalan taubat. Keberadaan justice collaborator sangat potensial membantu aparat penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif karena dia adalah orang yang pernah terlibat dalam organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana.
5. Posisi justice collaborator sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya
Menurut Firman Wijaya, justice collaborator merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.[footnoteRef:21]  [21:  Firman Wijaya, Op.Cit, hal.16.] 

Justice collaborator memiliki peran dalam mengungkap suatu kasus. Posisi justice collaborator sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Para pelaku kejahatan terorganisir ini seringkali sulit dapat diproses secara hukum karena terlalu sedikit bukti-bukti yang dapat diajukan, belum lagi tidak adanya kesaksian yang mampu memberatkan posisi pelaku utama kejahatan terorganisir.
Aparat hukum dalam praktik peradilan sering menemukan berbagai kendala yuridis dan non-yuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan. Orang tidak mau menjadi justice collaborator karena masalah ketakutan: menjadi justice collaborator beresiko amat berbahaya. Oleh karena itu dapat dipahami jika orang memilih diam dan tidak mau mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana.
6. Justice collaborator bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana 
Keberadaan justice collaborator merupakan celah hukum yang diharapkan memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan. Tidak ada jalan lain untuk keluar dari cara-cara konvensional pengungkapan kasus semacam ini kecuali menggunakan instrumen baru sebagai alat bantu dalam proses hukum pidana. Dapat diperkirakan bahwa jika tidak ada justice collaborator, para terdakwa atau saksi akan menjawab tidak tahu atau lupa mengingat hingga saat ini para pelaku tindak pidana yang sudah masuk dalam tahap pembuktian di pengadilan, sebagian besar tidak mengakui perbuatannya, memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak masuk akal, seperti kasus lain yang belakangan muncul di Indonesia.
Walaupun justice collaborator memiliki peranan yang penting dalam pengungkapan tindak pidana, masih ada permasalahan dalam tingkat peraturan perundang-undangan di Indonesia karena terkait justice collaborator dari segi kriteria justice collaborator maupun perlindungan hukumnya belum ada pengaturannya secara khusus dalam undang-undang. 
Program perlindungan bagi whistle blower dan justice collaborator yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu belum memadai sebagai landasan/pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, bagaimanapun berbicara tentang pentingnya justice collaborator namun belum diatur dalam undang-undang, semuanya akan kurang berarti karena implementasi dalam peradilan akan cukup sulit karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan political will yang kuat dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan justice collaborator khususnya dalam tindak pidana korupsi.
Dasar Hukum penetapan status seseorang sebagai justice collaborator di Indonesia untuk saat ini dapat dilihat pada banyak peraturan perundang-undangan antara lain yaitu dalam KUHAP diatur secara umum mengenai perlindungan terhadap saksi pada pasal 1 angka 36 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Menurut KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. 
Kemudian dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban, perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Kemudian dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborator) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, latar belakang lahirnya SEMA tersebut adalah karena banyaknya kasus tindak pidana tertentu, namun belum ada ketentuan terkait justice collaborator, sehingga tidak ada landasan hukum dalam penerapannya. Keberadaan SEMA ini dapat menjadi pedoman para Hakim dalam menangani tindak pidana tertentu, seperti Korupsi, Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Narkotika dan Terorisme yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. 
Peraturan Bersama antara Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasam, peraturan bersama tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana khusus yang terorganisir, serta peraturan tersebut dapat menjadi panduan atau pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan kerjasama terhadap perlindungan pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.
Pertimbangan Hakim dalam menetapkan seseorang sebagai justice collaborator yaitu, berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011 bahwa adanya syarat sebagai justice collaborator yaitu pengakuan. Dalam hal ini berarti mengakui perbuatan yang dilakukannya, kesadaran tersebut dapat dilihat dari pertama proses penyidikan hingga tahap persidangan. Kemudian dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan juga dalam peraturan bersama antara Penegak Hukum dan LPSK, syarat pemberian justice collaborator adalah bahwa saksi pelaku bukan sebagai pelaku utama. 
Bukti bukan sebagai pelaku utama dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi pelaku dan juga dari klarifikasi oleh saksi-saksi yang lain. Kemudian dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur syarat tertentu bagi saksi justice collaborator adalah dapat memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya, sehingga dalam pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa kesaksian dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. 
SEMA Nomor 4 Tahun 2011 juga memberikan syarat selanjutnya, yaitu pelaku harus dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif dan juga mengungkapkan pelaku lain yang turut andil besar dalam suatu tindak pidana khusus serta terorganisir. Kemudian syarat terakhir dalam ketentuan justice collaborator berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah Jaksa Penuntut Umum harus menuliskan dalam dakwaannya peranan orang-orang yang disampaikan oleh pelaku, sehingga akan terlhat siapa yang lebih berperan dalam melakukan tindak pidana, dan juga akan terlihat keterlibatan pelaku didalam peristiwa pidana apakah hanya sebagai orang yang turut serta atau orang yang ikut turut sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana khusus dan juga terorganisir.
Dalil Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Justice collaborator adalah :
1. Sadar akan kesalahan dan mengakuinya. 
Syarat utama sebagai seorang justice collaborator yaitu adalah pengakuan, hal tersebut telah diatur berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011, dalam hal tersebut berarti saksi pelaku mengakui dengan secara sebenar-benarnya mengenai perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya, pengakuan dari seorang saksi pelaku tersebut dapat dilihat pada awal proses penyidikan hingga pada saat sampai proses persidangan, seorang saksi pelaku yang dijadikan sebagai justice collaborator secara terbuka mengakui atas kesalahannya tanpa tekanan dari pihak manapun dan bersedia untuk memberikan sebuah kesaksian yang sebenar-benarnya bahwa ia telah turut serta kedalam suatu tindak pidana dan mengetahui secara nyata kejadian dan urutan dari awal hingga akhir dari suatu tindak pidana yang telah dilakukanya dengan para tersangka lainnya, pengakuan dari saksi pelaku tersebut diakhiri dengan sebuah pernyataan penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dikemudian hari.
Pengakuan dari saksi pelaku tersebut menjadi dasar, pertimbangan Kejaksaan untuk kembali meninjau tuntutannya terhadap saksi pelaku serta akan meringankan tuntutannya terhadap saksi pelaku. Begitu juga dengan majelis hakim kasasi dalam pertimbangannya meyakini pengakuan dari seorang saksi pelaku dan juga dalih yang telah diajukan oleh saksi pelaku dalam pembelaannya menerangkan fakta-fakta bahwa saksi pelaku telah melakukan tindakan kooperatif pada saat proses hukum berjalan dan juga beritikad baik pada saat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam upaya untuk mengungkap suatu tindak pidana yang telah dilakukannya bersama tersangka lainnya.
2. Bukan sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana
Syarat pemberian status justice collaborator yang diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan juga dalam peraturan bersama, adalah bahwa saksi pelaku bukan sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Pengertian bukan sebagai pelaku utama dapat dibuktikan pada saat saksi pelaku menyampaikan semua fakta-fakta yang dia ketahui dalam suatu peristiwa tindak pidana di persidangan dan juga harus ada klarifikasi dari saksi-saksi yang lain, mengenai keterlibatan dari saksi pelaku didalam peristiwa tindak pidana tersebut bukan merupakan sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana, melainkan hanya sebagai perantara didalam suatu tindak pidana.[footnoteRef:22]  [22: 	 Khamdan Harahap, “Implementasi Hak-Hak Justice Collaborator dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.1 No.1 Thn. 2020,  hal. 299.] 

Tindakan pelaku yang berperan sebagai perantara dalam suatu tindak pidana, menurut hukum pidana masuk kedalam delik penyertaan, bahwa dimana perbuatan saksi pelaku turut serta dalam melawan hukum atau melakukan perbuatan tindak pidana secara teroganisir.[footnoteRef:23] [23: 	 Zhulfiana Pratiwi Hafid. Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Al-Qadau Vol. 6 No. 1 Juni 2019, hal.108.] 

3. Bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang jelas pada saat persidangan.
Syarat tertentu bagi saksi justice collaborator yang diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama harus dapat memberikan suatu keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya pada saat persidangan, sehingga dalam pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa kesaksian dari seorang justice collaborator dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk meringankan putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang justice collaborator, begitu juga dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 bahwa saksi Pelaku ketika memberikan keterangan sebagai saksi yang bekerjasama pada saat persidangan, maka saksi pelaku dapat dikategorikan sebagai justice collaborator. Namun jika saksi pelaku melakukan hal sebaliknya, yaitu tidak memberikan suatu keterangan sebagai saksi pada saat persidangan, maka saksi pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai seorang justice collaborator dan tentunya tidak akan mendapat haknya sebagai seorang saksi pelaku yang bekerjasama yaitu hak untuk mendapatkan keringanan putusan pidana.
4. Menyampaikan kronologi tindak pidana secara detail serta peranan semua pelaku yang terlibat didalamnya.
SEMA juga memberikan syarat yaitu selain berperan sebagai saksi, seorang justice collaborator harus dapat mengungkapkan kronologis terjadinya tindak pidana secara detail dan juga mengungkapkan keterlibatan dari pelaku lain yang turut berperan besar dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi, yang dimaksud pelaku lain adalah seluruh orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung atau turut berperan didalam suatu perbuatan tindak pidana secara bersama-sama dan juga terorganisir, dari sejak awal dimulainya suatu perbuatan tindak pidana sampai pada saat berakhirnya suatu perbuatan tindak pidana.
5. Penuntut Umum mencantumkan peranan orang-orang yang telah disampaikan oleh justice collaborator.
SEMA mengatur Syarat terakhir dalam ketentuan justice collaborator yaitu adalah Jaksa Penuntut Umum harus menuliskan dakwaannya mengenai peran dari masing-masing orang yang terlibat dalam tindak pidana tertentu seperti yang telah disampaikan oleh pelaku yang bekerja sama (justice collaborator), sehingga dengan jelas akan terbukti siapa yang lebih berperan sebagai pelaku utama dalam melakukan tindak pidana yang sifatnya terorganisir, dan juga akan terbukti keterlibatan dari pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) didalam suatu peristiwa pidana apakah yang bersangkutan hanya sebagai orang yang turut serta atau bisa jadi sebagai orang yang ikut turut serta sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana
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